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PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IIYVGIENE SANITASI
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DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

buhwa dalam rangka mengadakan pembinaan dan pengawasan hygiene dan
sanitasi pada tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan, maka perlu
merubah dan meninjau kembali Perturan Dacrah Kota Palembang Nomaor 16
Tahun 2005 rtentang Pembinaan dan Retribusi Ilygiene dan Sanitasi. guna
disesuai dengun kondisi sasl ini dun peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggl

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam horuf a, perly
membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Hygiene dan
Sanitasi.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1939 tentang Pembentukan Dasrah Tingkat 11

dan Kotepraja di Sumatera Selatan (l.embaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 73.
Tzmbahin Lembaragn Negara RI Nomor 1821);

Undzng-Undans Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukem Acara Pidsna (Lembaran
Negara RI Tabunm 1981 Nomor 76, Tambshan Lembaen Negam Rl
Nomor 3209):

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kiéschatan (Lembaran Negara Ri
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan [ embaran Negara RI Nomor 3063 ):
Undang-lindang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundeng-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerimahan  Dacrah
(Lembaran Neeara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahon Lembaran Negara Rl
Nomor 4437) sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Unidang-
Undang Nemer 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara RT Tuhun 2008
Nomor 39. Tambshan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

Peraturan Pemeriniah Nomor 27 Tahun 1983 temtang Pelaksanaan Kitab Undang-
Unding Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rl Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan
Pegaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Uindang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negam R1 Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
1.embaran Negara RI Nomor 5143):

Persturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan  antarn Pemerintah. Peémerintahon  Daerah  Provinsi.  dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4737),

Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor SO/MENKES/PER/IVIO  tentang
Persvarutan Keschatan Hotel.

Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor  492/MENKES/PER/V/2010  temang
Persyaratan Kesehatan Kualitas Air Minum.




Menetapkan

10,
1.

12,

13,

14

15.

2

Keputusan  Menteri  Keschatan Nomer 715/MENKES/SK/V/2003  tentang
Persyaratah Hygine dan Sanitasi Jasa Boga,

Kepumsan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VIV2003 tentang
Persyaratdh Hygine dan Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.

Peraturan Daeragh Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 1entang Ketentraman
dan Keteriiban (Lembaran Dasrah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76)
sebagaimana telah diubah dengan Persturan Dacrah kota Palembang Nomor 13
Tahun 2007 tenang Ketentraman dan Ketentiban (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2007 Nomor 13);

Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan
dan Pedoman Operasional Penyvidik Pezawai Negen Sipil (Lembarm Daerh
Kota Pulembang Tzhun 2004 Nomor 31);

Peraturan Daersh Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 temtang Urusan
Pemerintahan  Kota  Palembang  (Lembaran . Dacrmnh Kota Palembang
Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daereh Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Orpanisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah Kota Palembang (T.embaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG HYGIENE DAN SANITASL

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peratiran Dacrzh ini v2ng dimaksad denoan ©
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3
4
e
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Dacrzh adalab Kota Palembang

Pemerintah Kotz adalah Pemerintah Kota Palembang,

‘Walikoa adalah Walikota Palembang

Dinas Keschatan adatah Dinas Keschasan Kota Palembang,

Kepala Dinas Kesshatan adalah Kepatz Dinas Kesehatan Kota Palembang.
Pejabat adalsh Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Hygiene dan Sanitasi.
Badan adalah sustu bentuk Badan Ussha meliputi Perorangan Terbatas,
Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara stsu Daerah dengan nama dan
dalam benuk spspun, Persckutusn, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan aiau
orpanisasi yang sejenis, Lembasa dan Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnva.,
Hygiene adulah segala usaba uniuk memelihara dan mempertingei derajat
kesehatan.

Sanitasi adalah suatu upava memutuskan mata rantai penularan penyakit atau
tidakan untuk mencegah kualitas lingkungan vang berdampak terhadap
keschatan,

. Vektor adalah suatu binstang pembawa dan penulur penyakil (serangga dan

binatang penggangeu kainnya.

. Persyaratan kesehaton adslah ketentuan yang bersifat teknis keschatan yang

harus dipenuhi untuk wjuan melindungi, memelihara dan atau mempertinggi
derajat kesehatan masyarakat.

. Makanan adalah suatu bahan. baik dalam bentuk alamizh. maupun dalam bentuk

olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan.

.Jasa boga adalah pernsahan atau perorangan yang melakukan kegiatan

pengolahan makanan vang disajikan diluar lempat atas dasar

. Restoran adalah suatu jenis usaha jasa pangan yang dilengkapi dengan peralatan

dan perlengkapan untuk proses pembuatan. penyimpanan. penyajian dan
penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempart vsahanya.
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15, Rumah makan adalah setivp emput usaha komessil yang ruang lingkup
kegiatannyas  menyediakan makanan dan minuman untuk  umum  ditempat
usahanya.

16. Industri rumzh tangea pangan adalah perusahaan pangan vang memiliki tempat
vsaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga
secara otemalis.

17. Pengelola Pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan,
penyvimpanan, peredaran, pengolahan, penggunaan dan pemusnuhan Pestisida.

18, Perusshaan  Pemberantasan hama  adalah  perussbaan yang syvah  menurnut
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak dibidang usaha
pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida hygiene lingkungan,

19, Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan berbahaya yang dipergunakan untuk
melakukan pelindunpan terhadap tanaman dan hama pengguna yang merugikan,
memberantas  Jdun  mencegah  binatang-bingang  yang dapat  menyebabkan
penyakit pada manusia.

20. Kolam rensng adilah suate usaha bagi wmm untuk nevediakan tempat untuk
berenang, berekreasi, berolahraga sertn jasa pelayanan lainnya menggunakan air
hersih yang telah diolah.

21. Depot Air Minum selanjutnya disingkat DAM, adalah usaha yang mengelola Air
Minum untuk keperluan masyarakat dalam hentuk curah dan tidak dikemas.

22. Hotel adalah jenis akomodasi vang mempergunakan scbagian atan seluruh
bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan dan penginapan yang dikelola
secara komersial vang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.

23. Tempat-tempatl Umum adalah tempat kegiatan bagi umum yvang dilakukan oleh
badan maupun perorangan yang langsung digunakan oleh masyarmkat umum.
mempuntai tempat dan kegiatan vang letap serta mempunyai fasilitas,

24, Incencrator adalah tempat pemusnahan/pengolahan sampah medis maupun
limbah padat lainnyz dengan cara pembakaran suhu tinggi.

25. Perpudangan adatah fempat-tempat penyimparan barang didalam suatu tempat
atay wadah terfentu diatas tanah maumm dibewzh tanoh vang berperak maupun
tidzk bergerak, melipuli barang padat. cair dan gas

26. Sarana Pengelolzan Air I imbah vang selanjutnys disingkat dengan SPAL adalah
sarana pengelolasn air libmah yang ada pada tempat-tempat umum,

27. Rekomendasi adalah pemberian rekomendasi operasional jasa boga, pengolaban
makanan dan minuman. industi rumah tanges, pengelolaan pestisida dan tempat-
[empat umum.

28. Laik Sehat adalah kondisi lingkungan yang memenuhi standar Kesehatan,

29, Sertifikat Laik Sehat vang selanjutnya disingkat SIS adalah tanda bukti suatu
sarana dengan kondisi lingkungan yang memenuhi standar kesehatan.

30. Pemeriksaan adalah scrangkaian Kegiatan menghimpun dan mengolah daia,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban untuk tjuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

31. Penyidikan Tindak Pidana dibidang keschalan adalah scrangkaian tindakan yang
dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukii yang dengan bukti itu membuat terang
Tinduk Pidana dibidang kesehatan vang terjadi seria menemukan tersanpkanya.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan keschatan melalui pengawasan hygiene dan sanitasi dimaksudkan untuk
mehindungi, memeliham  dan  meningkatkan kesehatan masyarakat yang
menggunakan tempat-lempal umum.




Pasal 3

Tujuan Pembinaan Keschaan melalui pengawasan hygiene dan sanitasi adaluh
sebagai upaya untuk meningkatkan pelavanan dibidang  kescharan  schingga
terwijudnya keteratiran, kebersihan tempat-tempat umum ditn mempertingei derajat
kesehatan masyarakat.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Tempat-tempat umum harus mempunyai fasilitas sanilasi vang memenuhi syara-
syaral keschatan cukup jumlahnya dan tempat lokasinya sesuai dengan fungsi
sehagai tempat-tempat umum tersebut.

Pasal 5

Rangunan tempat-tempat umum harus mempunyai pencahayaan. ventilasi atau tata
udara yang cukup seria memenuhi syaral-syarat keschatan dan tidak menimbulkan
keseimbangan sesuni dengan fimgsi bangunan it sendiri.

Pasal 6

Tempat-tempat umum untuk dijass kebersihannya dan bebas dari vekior penular
penyakit, seperti serangga dan binatang pengganggu.

Pasal 7

Pemilik atau pengusahs atau Pengelola tempat-tempat umum diwajibkan memelihara
kebersihan lingkungannya sori= memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Pasal 5 dan Passl 6.

Pasal 8
Ruang lingkup tempat-iempat wmum adslah sebagai berikut ;

a. Tempat wisata dan sarsna wissia meliputi Hotel, Penginapan, Losmen, Motel.
Mess. Kolam Renang. Pemsndian Umum, Bar, Restoran, Rumah Makan. Jasa
Boga. Bioskop, Tempat Hiburan, Bilvard dan tempat-tempat bersejarah.

b. Sarana perhubungan melipisti, Terminal Anglatan Umum, Terminal Angkutan

Udara. dan Stasiun Kereta Api

Sarana sosial meliputi tempat Thadah, Rumah Sakit, Klinik Bersalin. Puskesmas,

Sekolah, Pasar, Apotik. Asrama dan Incenerator.

d. Sarana komersil meliputi wempa: Pemangkas Rambut, Salon Kecantikan, Panti
Pijat Uint Tradisional. Panti Pijat Une Modemn. Klinik Kescparan Jasmani.
Tempat Industri Rumah Tangga Pangan, Depol Air Minum, Tempat Pengolahan
dan Penyimpanan Pestisida Dan Pergudangan.

¢. Sarana perkantoran dan industri meliputi Kamor Pemerintah dan Swasta, Bank
Pemerintah dan Swusts, Indust Farmasi, Indusid Pertanian, Industi Cucian
Mobil, Bengkel dan lain-lain yang berdampak dengan pencemaran lingkungan,

BAB 1V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

Walikota melalui Dinas  Keschatan  berwenang  melakukan  pembinaan  dan
pengawasan hygiene dan sanitasi di tempat-tempat umum.

s

Pasal 10

Tempat-tempat wmum dalam Dacrah waiib memiliki SLS,




Pasal 11

(1) Pemilik atau Pengusaha atau Pengelola tempat-tempat umum diwajibkan
memeriksakan keschatan tenaga kerjanya secara berkala 6 (enam) bulan sckali,

{2) Pemeriksaan keschatan sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilakukan di
Tempatl Pelayanan Keschatan dan Laboratorium dan dikenakan retribusi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Pengelolaan limbah padat dan limbah cair di lempat-tempat umum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengguny Incencrdor dapat dikenakan retribusi sesuai denpan  ketentuan
peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Kepada Pemilik atan Pengusaha stau Pengelola tempar-tempal umum untuk
mendapatkan  SLS, diwajibkan memperhatikan dan melaksanakan petunjuk
teknis hygiene dan sanitasi  berdasarkan  ketenman  peraturan, perundang-
undanpan yang berlaku

(2) Untuk mendapatkan SIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik atau
Pengusaha atau Pengelola mengajukan permohonan sccara terulis kepada
Walikota.

Pasal 14

Petunjuk 1eknis untuk mendapatkan SLS sebagaimana dimaksud dalem Pasal 12
avat (1), adalah :

2 Pemeriksaan keschatan 1ensga kerja meliputi fakior perilekn dan kewr keschatam,
b, Pemeriksaan Fisik, mehipan ©

1) Bagian lusr gedung meliputi pemeriksasn halaman, tempat sampah Instalasi
Pengolahan Air Limbeh (IPAL) dan saluran pembuangan air limbah.

2) Bagian dalam gedung meliputi kantor. gudang. tempat pemgolahan dan
tempat penjualan melalui pemerikssan ventilasi/pencabayaan, kelembaban,
suhu, kebisingan, kualitas udara, pengukuran kuman ruangan di lokasi.

3) Pemeriksaan sanitasi pada sir bersih. WC (kakus) dan Vekior.

4) Pengambilin dan pemeriksaan sampel air. makanan dan minuman di
Laboratorium.

Pasal 15

Ketenmuan mengenai persvaratan schagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 avat (2),
lebih lanjut diteiapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16
(1) Terhadap permohonan yang telah lengkap akan dilakukan pemeriksaan hygiene
dan sanitasi pada lokasi yang dimohonkan.

(2) Apabila hasil pemeriksaan hygiene dan sanitasi pada lokasi yang dimohonkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nilainya baik. maka dinyatakan memenuhi
svaral keschatan.

(3) Pemeriksaan hypiene dan sanitasi di laboratorium sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf b. dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,




Pasal 17

(1) Terhadap tempat-tempat umum vang telah dinvawksn memenuhi  syarat
kesceluan, maka diberikan SLS oleh Pemenintah Koo,

(2) SLS sehagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan
dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan bani

Pasal 18

SLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, setiap hunnya dilakukan pemeriksaan
ulang dan sewakiu-wakin dupat dicabut apabila berdasarkan hasil pembinaan dan
pengawasan dinyatakan tidak laik schat.

Pasal 19

(1) Klasifikasi SLS scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah sebagai berikut -
a.  Tempat-Tempat Umum Besar adalah :
1) Hotel berbintang 4 dan Ilotel berbintang 5
2) Jusaboga polongan C
3) Rumah makan atau restoran golongan A

b, Tempat-Tempat Umum Sedang adalah
1) Hotel berbintang 2 dan Hotel berbintang 3
2) Jasaboea golonpgan B
3) Rumah makan atau restoran golongan B

¢. Tempat-Tempat Umum Kecil adalah :
1} Hotel berbintang 1 dan Hotel Melati.
2) Jasshopa golongan A3
3) Rumeah makan atan restoran golongan €
4) Depot Air Minum, kolam renang. tempat pengolshan dan penyimpanan

5) Industn Rumah Tangga Pangan (IRTP)

(2) Kriteria penetapan klasifikasi SLS schagaimans dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada banyaknya tenaga kerja danfatau omset penjualan dan/atau
luasnya lokasi.

(3) Tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih lanjw
ditetapkan dengan Peraturan Walikota,

BABYV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

(1) Terhadap Pemilik atau Penguszha atau Pengelola lempal-tempat unum yang
tidak memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini, diberikan teguran tenulis dari
Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterhitkan
dalam tenggang waktu 3 x 24 jam. '

{2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). tidak diindahkan oleh
Pemilik atau Pengusaha atau Pengelola tempat-tempat umum, maka Walikota
mengeluarkan surat peringatan terakhir dalam tenggang waktu 7 x 24 jam.

(3) Peringatan scbagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipatuhi dan/ atau tidak
diindahkan, Walikota berwenang mencabut S1.S,




BAB VI

PENYIDIKAN
Pasal 21

(1) Pgjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah, sebagaimanz dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acars Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah Pejabat Pepawai Negeri
Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat
vang berwenang sesuai dengan kelenluan peraturan perundang-undangan,

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima. mencari. mengumpulkan. dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan Keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana Retribusi Daerah ;

. ¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atan Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

d. memenksa buky, catstan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukii pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serig melakukan penyitann terhadap bahan
bukti tersebisn

. memint banluan tenaga ahl dalam ranpka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah :

g. menyuruh berhenti dan/atan melarang sescorang meninggalkan miangan atay
orang. benda, dan/stau dokumen yang dibews;

h. memotret seseorang vang berkaitan denpan tindak pidma Retribusi Daerah ©

i. memanggil orang uniuk didengar kelerangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;
j.  menghentikan penyidikan: dan/atau
@ k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(4) Penyidik sebagaimana dimuksud pada ayal (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannys kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

BAB VIl
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22
(1) Pelanggaran terhadap kelaikan hygiene dan sanitasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 4, Pasal 5. Pasal 6, Pasal 7. Pasal 10, dan Pasal 17, disncam Pidana

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-
{lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sehagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran,




BAB VI
KETENTUAN PERALIIAN

Pasal 23
Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhiung sejuk berlekunya Peraturan Dagrah ini,
sctiap Pemilik atan Penguseha sy Pengelola  tempat-tempat umum  harus
menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1) Dinas Keschatan adalah sebapai Satuan Kerja Perangkat Dacrah teknis pelaksana
Peraturan Dacrah ini.

(2) Hal-hal yang bersifat teknis belum dintur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenal pelaksanaannye akan ditetapkan febih lanjut oleh Walikota, sesuai
. dengan ketentuan peraturan perundang-undanpan vang berlaku.

Pasal 25

Peraturan Dazerah ini mulai berlakuy pada tanppal diundanpkan.

Agar setiap orang mengethuinya, memerintahkan pengundangan Persturan Dacrsh
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Diasrsh Kota Palembang.

Diterapkan di  Palembang
pada tangeal {0 Agustus 201

(ALIKOTA PALEMBANG,

SEKAZTARIS DAEF
KOTA PAL H. EDDY SANTANA PUTRA

LEMEAR LY mASRAN KOTA PAL
Thmanygp wmnas SERy E




